SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN

Menimbang

Mengingat

AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum,
perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem  Penyediaan Air
Minum (SPAM) yang Dbertujuan untuk membangun,
memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik)
dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran
serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh
untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum, maka Wali Kota perlu menyusun dan
menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum setiap S (lima) tahun sekali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 50359)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6405) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5802);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kota Samarinda.
Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu
kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
yang selanjutnya disebut Jakstrada Penyelenggaraan SPAM adalah dokumen
kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi
Penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas
dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan,
manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang
utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju
keadaan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan,
melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau,
dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.
Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha
milik desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan
pengembangan SPAM.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



BAB II

MAKSUD, TUJUAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah
dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan
pengembangan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;

b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan,
manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang
utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;

c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini membentuk dan menetapkan Jakstrada
Penyelenggaraan SPAM.

(2) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk 5 (lima) tahun.

(3) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 4
(1) Sistematika Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

.BABI : Pendahuluan;
.BABII : Kondisi dan Masalah Penyelenggaraan SPAM ;
BAB III : Visi dan Misi;
.BAB IV : Sasaran Pembangunan SPAM;
BABV : Arah Kebijakan dan Strategi;
BAB VI : Rencana Tindak;
. BAB VII : Kerangka Pendanaan;
.BAB VIII: Kerangka Kelembagaan;
BAB IX : Kerangka Regulasi; dan
j- BAB X : Penutup.
(2) Sistematika Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 4 November 2024
Plt. WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
RUSMADI

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 November 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 512

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

AS B{SRAN, SH
Penat4 Tingkat I / IIT d

NIP. 19800509 200604 1 011




